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KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS (PT) DI KOTA PADANG

{ DELLA MOVELINA, G4140222, Fakultas Hukum Unand, 68 Halaman, 2008)
ABSTRAK

Maotans merupakan pejabat umum yang satu-satunya diber kewenangan oleh
Mepam untuk menyataken tegedinys hubungan hukum antam pama pihsk yang
berkepentingan dalam mencapa suatu twjuan, yang harus dituliskan dalam suate akia
otentik berdasarkan ketentusn Undang-Undang, Hal tersebut dapst diketshui pada
Fasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
blelalui akta otentik, dapat ditentuksn secars jelas hak dan kewajiban para pihak,
menjamin kepastian hubwm, dan sekaligus diharapkan dapat dijadikan sebapai alat
bukti oleh para pihak bahwa telah disdskannys suam hubungan hukum. Sebagai alat
bukti, akta demikian mempunyai kekvalan pembuktian yang sempurna, maksudnya
kebenaran dolam okta Motaris tersebul tidsk perdu dibukiikan dengan dibantu alat
bukti lain, Mengenai pendirian Perseroan Terbatas (PT), telah ditentukan oleh Pasal 7
ayat {1} Undang-Undang Mo. 40 Tahun 2007 tentang FT, bahwa PT didirikan dengan
akta Motaris dalam Bahasa Tndonesia, Maka dalam bal ini, menjadi kewenangan
Motarislah dalam pembustan akta otentik pendician PT tersebut berdnsarkan atran
yang berlaku. Pada penulisan skripsi ini, Penulis membahas beberspa permasalzhan
vaitu bugaimanakah kewenangsn Motaris dalam pembuatan akta pendinian PT di kot
Padang. bagaimanakah prosedur dalam pembuatan akta pendirian PT oleh Notaris,
dan apakah kendula ysng dihadapi serta bagaimanakeh carm untuk mengatasinya,
seria apa saja klawsula atan muatan Akta Pendirian PT oleh Notaris. Metode
penelitian yang digunakan adslah yuridis sosiclogis, yaitu berupa pendekatan
masalah melalui penelitian hukum dengan melihat dan mempelajari prakteknys dalam
masyarakal dan mengkaitkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berfaku.
Data yang diperoleh di lapangan baik dengan wawancara maupun studi dokumen
dianalisa dengan mengpunakan analiza kualitatif. Dard hasil penelitian yang Penulis
lakukan, maka dapat disimpulkan, bahwa dalam hal pendirian PT menumt ketentuan
Undang-Undeng, Motarislsh yang mempunyai kewenangan untuk membuat akia
atentiknya dan harus berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Untuk menjamin
kelancaran pembuatan okta pendifian, maka para pendid harus melakekan
pengecekan terhadap nama PT yaang akan didifkan, untuk memastikan nama PT
tersebut belum ada. Selain itu, para pihak harus bensr-benar menperti setuk-beluk
tentang PT mulai dari pendiriannya. Dan mengenai klausula atan muatan akta
pendirian P oleh Motaris, memuat Angparan  Dasar yang keranghkanya telah
distandarkan oleh Departemen Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Io. 40 tabun 2007 testeng Perseroan Terbatas (1),



BAR 1

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga Notarist di Indonesia adalsh untuk memenuhi kebutizhan
akan slat bukti otentik yang sangat diperlukan, puna kepentingan dan hak para pihak
vang timbul karcaa adanya suatu perbustan hokum yang mereka lakokan, Alat bukti
otentik yeng dimaksud adalah berupa akts otentik, sebagaimana vang dimaksud
dalom Pasal 1868 KU Perdnia vaitu sebagai herkot:

“Suatn akla otentik adalah suatu akta yang dibust dalam hentuk yang
ditensukan undang-undang oleh, atau di hadapan pejabat umum yanp berwenang
untuk 7tu di tempat akta itu dibuat”

Dari pengertian pasal tersebut terdapat 3 (lipa) persysrstin pokok dari sustu
akia otentik, vakni;

t. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

2. Akts harus dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejsbat Umum; serta

4. Pejubat Umum i harus berwenang untuk membuat akin di tempat di

mana akta itu dibuat,

Di samping itu, Pasal 1 ayet (1) Undang-Undeng Momor 30 Tohun 2004
wntEng Jabatan Motaris {untuk selanjuinya dischut dengan UUINY menyatakan,
“2hwa Noteris adoleh Pejabat Umum yang berwenang untuk membual skis otentik

=1 kewenangan lainnya yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.



Kewensnpan MNotans dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UUIN adalah Motars
berwenong membust skia mengenai semus perbuatan, peganjian, dan ketetapan vang
diharuskan oleh peraturan perundeng-undangan dan atew yanp dikehendaki oleh yang
berkepentingan untuk dinyetaksn dalam akie otentik, menjamin kepentingan tangel
pembuatan akta, menyimpan skta, memberikan grosse, safinan dan kutipan okta,
SemuENyA itu sepanjang pembuatan skin-skin ite tidak juge ditegasksn  atou
dikecuglikan kepada pejabat lain atas orsng lain yvang ditetupken dengan Undang-
Undang. Melihat kepada perkembangen perckonomian dan dunis ussha, pemerintsh
melalui perencanaen pembangunan, melakukan penpembangan tiop-tiap scktor secara
nerishap, salah sutenys adalah membuka kesempotan vang seluas-lussnya bagi badan
aszha ataw badan hukum untuk mengembangkan kegiatan perekonomiannya.

Beranjuk deri hal di atas, banyak sllernatif yang diberikan peraturan
perundang-undangan untuk memilih bedan usaha atau jenis perusshaan, di antaanya
oty Perusahasn Perorangan, Firma, CV, PT, dan sebugainya, Bentuk ussha yeng
Sipilih oleh pemilik modal dalom bal ini adalah Perseruen Terbatas (PT), karena
rendiriannya yang distur secara jelas dan mudah dalam UL Mo, 40 Tehun 2007, Di
amping ity, banysk kemudahan beik dari segi penmodalun, resiko, dan kemantapan
snggaran Deser yang merupakan hasil Rapat Umum Pemegsag Ssham (RUPS)

Dalam Pasal 7 ayat {1} UU Mo, 40 Tahun 2007 tentsng PT, disebutkan
==hapai berkul:

" Perservan didinkan oleh 2 {dua) orang atau lebih dengan akis notaris yang

dibuat dalam Bahasa Indonesia™.



Akta Notaris ini adalah mutlak agar dapat mendapat pengesahan dari
Menteri. Seorang Notaris diberi kuasa oleh Undang-Undang untuk membuat suaty
akla, schingga memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna dan spesifik. Oleh
karena kedudukan Notaris yang independen dan tidak memihak, maka akta yang
dihasilkannya merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Demikan
pula pentingnya peranan yang dijalankan oleh Notaris dalam membuat akta pendirian
PT schagai suatu bukti yang otentik yang dapat memberikan jaminan dan kepastian
hukum atas pendirian PT tersebut,

Mengingat keberadaan akta yang sangat diperlokan dalam pendirian PT ini,
maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT (menpgantikan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1995) mengatumnya di dalam Bab 11, Pasal 7 sampai dengan
Pasal 28, Dalam ketentuan tersebut, dapat dilihat prosedur dan tahap pembuatan akta
nodans sampai berdiriva PT sccara sah menurut hukum.

Dengan  berlabunya  Undang-Undang  ini, maka pengaturan tentang
kewenangan Motaris dalam membuat akta otentik dan keberadaan akta it sendi
vang lebib dipertegas, yakni scbagai unsur penting dan syarat mutlak dalam pendirian
FT. Karena pentingnya peranan Notaris dalam membuat akta pendirian PT ini, maka
Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebib Janjut dengan judul: “Kewenangan
Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Kota

Padang”,



BAR IV
PENUTUP
A, Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pecmasalshen vang telah
dikemukakan pada bab-bab sebelumnys, maka dapat diambil beberapa kesimpulan
sebagai berikut:

1. Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Pendirian PT didasarkan pada Pasal
15 ayat {1} Undang-Undang Iabatan Notaris. Delam peadirian Perseroan Terhatas
{PT}), Motaris mempunyai kewenangan khusus untuk membual akla otentik
pendimrian I'T, sebagaimana yang dijelaskan oleh Undang-Undang Mo, 40 Tabun
2007 tentang Persercan Terbatus, Pazal 7 ayat (1) yaitu bahwa Perseroan didirikan
aleh 2 (dua) orang atau lebih denpan akia Motaris yang dibuat dalam Bahase
Indonesia,

2. Prosedur atsu tahapan pembustan Akta Pendirion Perseroan Terbatas (PT) oleh
Motaris setelah disesuaikan dengan ketentuan T No. 40 Tehun 2007 tentang PT,
adalah sebagsi berikut;

8. Persiapan atau konsultasi.

b. Pemeriksasn formulir, surat kuasa (jika dikuasakan), dan pengecekan nama.
¢. Pendafltaran dan persertujuan pemakeian nama PT.

d. Pembuatan drafi/ notulen Anggaran Dusar {(AD) PT.

¢. Pembuatan Akt Pendiran PT olch Motaris yang berwenang.

f. Pengajuan permohonan Surat Keterangan Domisili Perosahaan (SKDP).
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g. Permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dun Sumt K.etcrangan
sebagai Wajib Pajak ke kantor peleyenan pajak,

h. Pengesahan oleh Menteri Hubum dan 1LAM RI

i. Undang-Undang Gangguan (UUG) atau Surat Tempat lzin Usaha (SITU).

j Permohonan Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP).

k. Permohonan Tanda Daflar Perusshaan (TP,

L. Pengumuman dalam Berita Negam RL

Dalam proses pembuatan Akts Pendirian Perseroan tersebut, terdapat heberapa

kendala yaitu dalam hal pengecekan nama, ada kemungkinan nama PT yang akan

didirikan sudsh ada yang memakainye, dan dalam hal perumusan kesepakatan,

terkadang pemilik modal belum mengerti betul ketentuan tentang suat PT.

Cars untuk mengatasinya yaitu dihatapkan kepada para pendini agar mengecek

nama FT terlebih dabulu sebelum PT didinikan, dapat dilakukan melalui akses

intemnet dan harus terlebih dahuly memahami betu] mengenai sexala ketentuan

dan seluk-behuk tentang PT. Untuk hal ini, Notaris dapat memberikan penjelasan

kepada pars pihak sebelumnya.

- Akl Pendirian Perseroan oleh Motaris memuat Anggaran Dasar, yang umumnya

mempunyai klausula yang bersifat standar dan lelah disesuaikan dengan UUPT
Mo. 40 Tahun 2007, yakni nama dan tempat kedudukan Perseroan, jangka waktu
pendirian Perseroan, besamya jumlah modal yang ditempatkan dan modal VAng
disetor, saham Perseroan, penetapun tempat dan tata cara penyelanggaran RUPS,

keuntungan dan dans cadangan Perservan seria ketentusn-ketentuan lainnva. Dan
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ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Angparan Dasar PT im tidak boleh
berentangun  dengan  Undang-Undang, ketertiban umum, dan  kesusilaan,
Rumusan Akt Pendiman PT imi disesuaikan dengan kehendak pendin dan
perimbanpan Metaris, yvang berpedoman pads format standar Akta Pendidan PT

yang lelah ditelapkan oleh Depariemen Hubkum dan FLAM.

B. Sarnn-Saran

Berdasarkan kesimpulan di ates, maks Penulis memberikan saran-saran

schagai berikut:

- Dalam pendinan PT scsuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT No. 40 Tahun 2007,

maka para pihuk harus mendirkan PT dengan akta Motsrs, karena akta Notaris
pendirian L' merupakan bukti otentik dari berdirinya sebush PT dan merupakan
syarat untuk mendapatkan pengesahan dari Mented Nukum dan HAM. Dan
dalam pembuatan akta tersebut, henys Notarizlgh yang berwenang membuatnya,
sesual dengan Pasal 1oayat (1) ULIN No. 30 Tahun 2004, Jike dalem penditan
tidak ada akta Notaris, maka suatu FT tidek diakui keberadaannya, karena tidak

akan mendapatkan pengesaban dari Menter,

- Dalam menjalani prosedur pendiran PT, para pihak barus mengikuti prosedur

yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan untuk menciptakan kelancaran
dalam proses terscbut, maka Motaris dapat memberikan pengamhan dan
perjelasan dentang hal-hal yang berkaitan dengan pendiran PT tersebut, dan

diharapksn kepada para pihak untuk dapal benar-bensr mengerti seluk-beluk
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